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Sumber: Diolah dari LKPJ Gubernur 2010

PALU, MERCUSUAR- Kucuran
modal sekira Rp8 miliar nyaris
habis ditangan Perusahaan
Daerah (PD) Sulteng. Bagai-
mana tidak, kondisi keuangan
terakhir berdasarkan hasil
pemeriksaan BPK tahun 2011,
saldo reke ning bank hanya
tersisa Rp14 juta.

Menurut data Laporan Kete-
rangan Pertanggungjawaban
(LKPj) Gubernur HB Paliudju
akhir masa jabatan 2006-2010,

sejak tahun 2006, PD tidak
memberikan kontribusi banyak
bagi daerah. Jumhah keuntungan
yang disetor ke daerah tahun
2006 sebanyak Rp26,5 juta,
tahun 2007 Rp103,9 juta, tahun
2008 tidak ada, tahun 2009 Rp
585,6 jutadan Triwulan Il tahun
2010 sebanyak Rp 86,3 juta.
“Saldo itu tersimpan di lima
rekening PD Sulteng,” ungkap
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« TEMUAN .

anggota Panja Tindak Lanjut Temuan
BPK DPRD Provinsi (Deprov) Sul
teng, Asgar Djuhaepa, Senin (7/11).
Total modal yang dikucurkan
Pemprov Sulteng itu lanjut Asgar,
terhitung sejak pendirian PD Sulteng
tahun 1975. Sebagaimana diketahui
PD Sulteng berdiri pada tahun
tersebut dengan Perda No. 8 tahun
1975 dan telah diubah dengan Perda
No. 2 tahun 2002.

Kondisi kritis PD Sulteng berdasar-
kan temuan BPK beber Asgar, karena
sistem penga-wasan internal (SPI)
tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Akibatnya pengelolaan keua ngan
tidak berjalan sebagaimana mestinya
se-buah perusa-haan. “Hal itu terlihat
dari penya jian laporan keuangan,
neraca-iya tidak diyakini kewajaran-
nya, atau dengan bahasa seder-hana
laporan tidak dibuat berdasarkan

kondisi yang sebenarnya,” kata Asgar.

Temuan BPK lainnya, PD
Sulteng tahun 2010 terlambat
membuat rencana kerja anggaran
perusahaan (RKAP), sebagai
acuan pengelolaan keuangan
selama satu tahun. Malah tahun
2011, PD Sulteng tidak menga
jukan RKAP.

“BPK juga menilai kegiatan
investasi yang dilakukan PD Sulteng
tidak memberikan kontribusi penda-
patan bagi perusahaan. Bukan hanya
itu, pembelian aset berupa mobil tahun
2010 lalu dinilai BPK sebagai pem-
borosan,” beber Asgar.

Atas kondisi tersebut, Asgar me-
ngusulkan pada Panja agar mereko-
mendasikan kepada Gubernur untuk
melakukan perombakan jajaran direk-
si dan struktur manajerial PD Sulteng.
“Gubernur hendaknya mencari solusi

....sambungan dari hal. 1

sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan secara
tegas memberikan sanksi bagi penge
lola PD Sulteng,” tegasnya.

Ditemui di tempat yang sama,
anggota Fraksi PAN Deprov Sulteng,
Suprapto Dg Situru, menyatakan
perlunya dilakukan fit and propertest
untuk memilih dan mengangkat
direksi. Mereka yang dipilih Gubernur
sebaiknya orang yang profesional di
bidang bisnis dan memiliki penga-
laman mengelola perusahaan.

“Jika dalam témuan BPK
mengindikasikan adanya pelanggaran
dan kerugian keuangan daerah,
sebaiknya dilanjut ke proses hukum,”
sarannya.

Sementara itu, Direktur Utama PD
Sulteng Zainal Abduh yang hendak
dikonfirmasi mengenai hal ini, telpon
genggamnya tidak aktif. rmuicus




